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A. Pengantar 
Bab kedua ini mengajak mahasiswa untuk dapat melihat sifat (corak) dan sistem hukum adat sebagai hukum aslinya bangsa Indonesia yang bersifat tidak tertulis serta kedudukannya didalam sistem Hukum Nasional. 

B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu memahami sifat dan sistem hukum adat
2. Mahasiswa mampu membedakan sistem hukum adat dan sistem hukum nasional

C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sifat hukum adat.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem hukum adat.

3. Mahasiswa mampu membedakan sistem hukum adat dan sistem hukum nasional
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi 2 dengan pendekatan contextual Instruction  
2. Untuk materi 1 mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar hukum adat dan contoh nyata di Indonesia selama 60 menit. 

3. Selanjutnya selama 30 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.
E. Materi Belajar 
    1. Sifat Hukum Adat
Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, Hukum adat memiliki corak/sifat sebagai berikut:

1. Tradisional

Hukum adat umumnya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang. Contoh: di Lampung dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat lelaki, artinya anak tertua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa & mandiri. Harta peninggalan tetap (tidak terbagi-bagi) karena merupakan miliki keluarga bersama

2. Keagamaan (magic – religious)

Alam semesta dan segala bendanya adalah berjiwa (animisme) dan bergerak (dinamisme). Oleh karenanya segala perbuatan biasanya diawali dengan ritual keagamaan agar tidak melanggar pantangan (pamali) agar tidak timbul kutukan.Contoh: orang Bali di sawahnya ada tugu tempat meletakkan sesajen / uang pelangkah di masyarakat kejawen. Contoh Pantangan / Pamali
3. Kebersamaan (komunal)

Artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama. “Satu untuk semua, semua untuk satu,” Hubungan hukum antara anggota masyarakat didasarkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Oleh karenanya kini kita masih dapat melihat rumah gadang dan tanah pusaka yang tidak terbagi secara individual melainkan tetap menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Di desa Jawa ada istilah dudu sanak dudu kadang ning ten mati melu kelangan. Corak ini pun terlihat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Konkret & Visual (terang & tunai) 

Konkret artinya jelas, nyata & berwujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang & tunai” tidak samar-samar, terang disaksikan orang, diketahui, dilihat & didengar orang lain. Contoh: dalam jual beli, berarti pada waktu yang bersamaan pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang. Bila barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar namanya bukan jual beli tetapi hutang piutang. Kecuali sudah ada panjer sebagai tanda jadi. Begitu juga dalam peristiwa perkawinan yang didahului dengan peningset. Kemudian dalam masalah tanah hutan yang akan dibuka menjadi ladang, bila sudah ada tanda mebali (tanda silang di atas pohon), maka berarti tanah itu sudah ada yang akan membukanya.

5. Terbuka & Sederhana

Terbuka artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan banyak yang tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan. Keterbukaannya dapat terlihat dari masuknya pengaruh hukum hindu dalam hukum perkawinan adat daerah tertentu. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam waris adat (sepikul segendong atau pembagian waris 2:1 untuk pria dengan wanita) Kesederhanaannya dapat terlihat dari transaksi-transaksi yang biasanya tanpa surat menyurat, cukup adanya kesepakatan para pihak.

6. Dapat berubah & menyesuaikan

Hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Pepatah Minangkabau mengatakan, “Sakali aik gadang sakali tapian beranja, sakali raja baganti, sakali adat berubah” (Begitu datang air besar, tempat pemandian bergeser. Begitu pemerintahan berganti, berubah pula adatnya). Dimasa sekarang hukum adat banyak yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, kebanyakan transaksi tidak dibuat dengan bukti tertulis, namun dikarenakan kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan, maka sudah banyak pula transaksi yang dibuatkan bukti tertulisnya meskipun di bawah tangan saja. Contoh: Di Minangkabau kekuasaan mamak berganti  ke kekuasaan orang tua, dan dari sistem matrilinial berubah ke parental. Dulu orang Lampung enggan bermantukan orang Jawa, kini perkawinan campuran antara adat, suku, daerah, bahkan agama sudah membudaya.

7. Tidak dikodifikasi

Hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun tetap berdasarkan musyawarah mufakat dan alur kepatutan.

8. Musyawarah & Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah & mufakat di dalam hubungan kekerabatan & ketetanggaan, baik untuk memulai pekerjaan atau untuk mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan, diutamakan diselesaikan rukun damai dengan cara musyawarah mufakat untuk bisa saling memaafkan, tidak buru-buru menyampaikan ke pengadilan negara.

2. Sistem Hukum Adat
Sistematika hukum adat mendekati sistem hukum Inggris (Anglo Saxon) yang disebut common law.

PERBEDAAN SISTEM HUKUM ADAT

DENGAN SISTEM HUKUM BARAT

	HUKUM BARAT
	HUKUM ADAT

	Mengenal perbedaan hukum publik dan hukum privat
	Tidak mengenal perbedaan hukum publik & hukum privat, seandainya ada maka batas kedua lapangan itu di dalam hukum adat berlainan dari batas lapangan hukum publik & hukum privat barat.

	Mengenal hak atas sesuatu barang (zakelijke rechten) dan hak seseorang atas sesuatu obyek (persoonlijk recht)
	Tidak mengenal pembagian hak-hak dalam dua golongan seperti hukum barat. Hak pribadi tidak lepas dari hubungan kekeluargaan dan kerabat.

	Perkara pidana diperiksa oleh hakim pidana, perkara perdata diperiksa oleh hakim perdata
	Tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan semua diputuskan oleh kepala adat tanpa membedakan pidana atau perdata.


Perbedaan fundamental dalam sistem ini pada hakekatnya disebabkan karena:

1. Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat & hukum barat.

2. Pandangan hidupnya berlainan.

Aliran Barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis intelektualistis. 

Aliran Timur bersifat kosmis, tidak ada pembatasan dunia lahir dan gaib, manusia berhubungan erat dengan segala yang hidup di alam ini.

Adat kebiasaan yang diakui dalam perundangan misalnya:

Pasal 1571 KUH Perdata:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah bedanya sistem hukum adat dengan sistem hukum nasional?
2. Apa nilai positif sistem hukum adat dibanding dengan sistem hukum nasional?

3. Apa nilai negatif sistem hukum adat dibanding dengan sistem hukum nasional?

b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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